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ABSTRAK 

 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi, melayani, mem-

berdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No-

mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan 

bahwa Pelayanan Dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pena-

taan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat, dan sosial menjadi urusan wajib Pemerintah Dae-

rah. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 6,22%, lalu naik menjadi 6,60% 

di tahun 2023 dan 6,83% di tahun 2024. Rumusan masalah sebagai berikut: 1). 

Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan 

terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 2). Apa saja ken-

dala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kem-

iskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 3). 

Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap 

masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder diperoleh 

melalui studi dokumen dan wawancara, dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil 

penelitian: 1). Peranan pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Sosial dian-

taranya, update data kemiskinan, memfasilitasi program bantuan sosial PKH dan 

Sembako, dan pengusulan pembaruan data bansos. 2). Kendala-kendala yang 

dihadapi: a. Sebaran bantuan PKH belum tepat sasaran, b. Kurangnya sebaran pen-

damping sosial PKH di lapangan, c. Belum terlaksananya PPSE untuk KPM lulusan 

PKH. 3). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam menghadapi 

permasalahan yang timbul: a. Monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Nagari, 

b. Rapat koordinasi bersama Wali Nagari, Camat serta OPD Sekabupaten Agam, c. 

Membentuk pusat pemberdayaan di setiap kecamatan. 

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan 

  (PKH). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi prioritas 

pemerintah Indonesia sebagai salah satu masalah kompleks. Pemerintah 

merancang kebijakan melalui program bantuan sosial (bansos) berdasarkan 

alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang didalamnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam berbagai aspek.1 Kemudian, amanat konstitusional ini diper-

tegas lagi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 34 Ayat (1), menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh Negara”. Semua kebijakan dan perlindungan sosial termasuk 

program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah didasarkan pada pasal 

ini.2 

 Berbagai program-program telah diimplementasikan untuk mengatasi 

masalah kemiskinan ini, tetapi masih saja kurang efektif dan tidak memberikan 

dampak besar bagi masyarakat. Sebagai hasilnya, baik dalam percepatan pe-

nanggulangan kemiskinan maupun dalam pengembangan kebijakan disektor 

                                                           
1 Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, 2023, Penyusunan Naskah Akademik dan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponogoro Tentang Penanggulangan Kemiskinan, JDH 

DPRD Kabupaten Ponogoro, hlm. 1, https://jdih-dprd.ponorogo.go.id/assets/pera-

turan/1740633479-file-52raperda-penanggulangan-kemiskinan.pdf, diakses 23 November 2025. 
2 Ibid. 

https://jdih-dprd.ponorogo.go.id/assets/peraturan/1740633479-file-52raperda-penanggulangan-kemiskinan.pdf
https://jdih-dprd.ponorogo.go.id/assets/peraturan/1740633479-file-52raperda-penanggulangan-kemiskinan.pdf
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perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sasaran pem-

bangunan nasional yang berkaitan dengan distribusi kesejahteraan masyarakat 

terus menjadi masalah.3  

 Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas yang harus dilakukan, di-

mana tujuan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kemapanan dan ken-

yamanan hidup bagi masyarakat miskin tersebut, dengan memandirikan usaha 

pada masyarakat.4 Sebagai jaminan sosial pemerintah perlu merancang program 

yang mampu memberikan bantuan bersyarat untuk masyarakat yang kurang 

mampu agar dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan pendidi-

kan yang mencakup kesehatan balita serta ibu hamil dan pendidikan bagi anak-

anak diusia sekolah dasar.5 

 Di Indonesia, program pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan 

salah satunya meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan 

amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 

dapat dikembangkan dalam kerangka hukum sistem perlindungan sosial yang 

lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 3, menyatakan bahwa “Tujuan 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah agar seluruh rakyat terjamin terpenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak”. 

                                                           
3 Rif’atul Mahmudah, Ahmad Baihaqi, Jumaidi, 2025, Efektivitas Program Keluarga Hara-

pan (PKH) dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten 

Balangan, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, hlm. 3.  
4 M. Yakub, Nuli Purwanti, 2023, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Menurunkan Angka Kemiskinan Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok 

Tengah, Accident Analysis and Prevention, Vol. 5, No. 2, hlm. 107–108. 
5 Amelia Kurnia Fajri,dkk, 2022, Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Program Keluarga Harapan, Gema Publica, Vol. 7, No. 1, hlm.1. 
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 Kemudian, yang menjadi payung hukum untuk memperkuat program 

ini ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan So-

sial Pasal 15 Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa “(1) Bantuan sosial dimak-

sudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang men-

galami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar”, dan 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a bersifat semen-

tara dan /atau berkelanjutan dalam bentuk: a. bantuan langsung”. 

 PKH adalah program bantuan sosial berkelanjutan yang bertujuan un-

tuk menjaga kelangsungan hidup secara wajar bagi keluarga penerima manfaat 

dengan memberikan bantuan uang yang diikat dengan bantuan pelayanan, sep-

erti akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya dasar hukum PKH 

diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin Pasal 7 Ayat (1) huruf d, e, dan h, menyatakan bahwa “Pe-

nanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: (d). penyediaan pelayanan 

kesehatan, (e). penyediaan pelayanan pendidikan, dan (h). pelayanan sosial”. 

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1) huruf a, b, dan f, menyatakan bahwa 

“Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2), meliputi: (a). pendidikan, (b). 

kesehatan, dan (f). sosial”. Maka, pasal ini menjelaskan pemerintah daerah 

(provinsi, kabupaten/kota) harus memprioritaskan urusan pendidikan, 

kesehatan, dan sosial sebagai urusan wajib pemerintah.  

PKH merupakan salah satu inisiatif sosial yang dikelola oleh pemerintah 

untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan. 
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Peranan pemerintah sangat signifikan dalam menjalankan kebijakan                    

untuk mengentaskan kemiskinan.6 Kemudian, melalui Peraturan Presiden No-

mor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Jaminan Sosial mem-

berikan prinsip bahwa program perlindungan sosial termasuk PKH harus men-

jamin bahwa semua orang memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar 

hidupnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penaha-

pan Kepersertaan Jaminan Sosial Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa “Jaminan 

Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. 

Program PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan 

memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan 

bantuan sosial. Berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Hara-

pan.7 Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa “Sasaran PKH Akses 

merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah 

PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin 

yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan so-

sial”. 

 Berdasarkan data BPS, Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 

kota yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, 

                                                           
6 Nur Sawitri, dkk, 2024, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu 

Kabupaten Kotawaringin Timur, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol. 6, No. 1, hlm. 2. 
7 Ibid. 
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Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Se-

latan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat, serta Kotanya yaitu Kota Padang, Kota 

Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Paya-

kumbuh, dan Kota Pariaman. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.1  

Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat  

Tahun 2025 

No. Kabupaten Kota 

1.  Kepulauan Mentawai Kota Padang 

2.  Pesisir Selatan Kota Solok 

3.  Solok Kota Sawah Lunto 

4.  Sijunjung Kota Padang Panjang 

5.  Tanah Datar Kota Bukittinggi 

6.  Padang Pariaman Kota Payakumbuh 

7.  Agam Kota Pariaman 

8.  Lima Puluh Kota  

9.  Pasaman  

10.  Solok Selatan  

11.  Dharmasraya  

12.  Pasaman Barat  
Sumber: BPS Sumatera Barat, Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat,    

2025. 

Dapat dilihat pada tabel di atas itulah jumlah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Sumatera Barat. Kondisi kemiskinan di Sumatera Barat masih men-

galami perubahan yang tidak stabil. Hal ini terjadi karena tingkat kemiskinan di 

provinsi ini dipengaruhi oleh angka kemiskinan disetiap kabupaten dan kota 

yang terdapat di Sumatera Barat. Proyeksi tingkat kemiskinan untuk Sumatera 

Barat pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,35%.  Ada empat kabupaten 
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yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Di-

antara kabupaten tersebut, Kepulauan Mentawai menjadi penyumbang terbesar 

dengan angka 13,89%. Diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan 7,49%, 

dan Kabupaten Solok dengan 7,1%. Kabupaten Agam berada diurutan keenam 

dalam kontribusi kemiskinan di Sumatera Barat dengan tingkat kemiskinan 

sebesar 6,83%.8 

 Berdasarkan lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 

(RKPD 2024), program penanggulangan kemiskinan yang berupa bantuan so-

sial bersyarat untuk masyarakat Kabupaten Agam menunjukkan hasil yang 

lebih baik pada tahun 2022, melampaui 100%  jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Tercatat ada sebanyak 34. 308 keluarga yang menerima bantuan 

bersyarat. Peningkatan jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan ini disebab-

kan oleh tambahan penerimaan bantuan sosial dari Kemensos R.I, termasuk 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH, yang jumlahnya mencapai 14. 

731 keluarga.  

 Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Ta-

hun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 

(11), menyatakan bahwa “Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga 

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”. 

                                                           
8 Nur Rizka Sari, 2025, Kemiskinan, https://bappeda.agamkab.go.id/Pojok/detail/59, di-

akses 06 Oktober 2025.  

https://bappeda.agamkab.go.id/Pojok/detail/59
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Kabupaten Agam dikenal sebagai kawasan yang mempunyai sumber 

daya alam yang melimpah, pada kenyataannya kemiskinan tetap menjadi masa-

lah serius dalam pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan data dari Bappeda 

Kabupaten Agam bahwa, angka penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Ka-

bupaten Agam meningkat dari tahun 2022. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan 

mencapai 6,22%, lalu naik menjadi 6,60% di tahun 2023 dan 6,83% di tahun 

2024.9 Penyebab kemiskinan ekstrem di Kabupaten Agam sangat beragam dan 

kompleks, mulai dari kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidi-

kan, kesehatan, dan air bersih, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian 

tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim, hingga rendahnya produktivi-

tas serta kualitas sumber daya manusia.10 

 Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan pemerintah untuk 

mengatasi masalah ini: 

1. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan kerja sama antar-pemangku 

kepentingan untuk memastikan bantuan diberikan sesuai dengan tujuan dan 

prioritas anggaran. 

2. Pemerintah menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial (seperti PKH, KIPK, 

subsidi, dan sembako) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 

Camat, dengan fokus kepada keakuratan data keluarga miskin. 

3. Pemerintah memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan yang ber-

fokus pada keberlanjutan hasil, untuk membantu keluarga kurang mampu 

agar mandiri. 

                                                           
9 Ibid. 
10 Ibid.  
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4. Meningkatkan hasil pertanian dengan memastikan kestabilan harga dan 

ketersediaan pupuk serta memperbaiki pemasaran produk pertanian. 

5. Pemerintah melakukan pengawasan, kunjungan, dan penilaian terhadap pro-

gram pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut. 

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, kondisi kesejahteraan sosial di 

Kabupaten Agam masih memberikan tantangan yang signifikan. Per Desember 

2023 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan bahwa 270.179 

orang atau 84.509 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Agam terdaftar sebagai 

penerima bantuan sosial yang merupakan dasar untuk menentukan peserta 

PKH. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam memiliki peranan strategis 

dimana tidak hanya menyediakan bantuan, tetapi juga membantu dalam proses 

vertifikasi dan validasi data Nagari yang dilakukan secara teratur setiap bulan.  

Hal ini untuk memastikan bahwa DTKS tepat dan dapat berubah setiap 

bulannya. Perubahan data ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kematian, 

perpindahan, atau peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang membuat 

keluarga tidak lagi layak mendapatkan bantuan dan proses pengusulan masyara-

kat baru melalui nagari.11 Tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan 

tidak hanya semata-mata pada pengelolaan DTKS, tetapi juga pada keberadaan 

kelompok Non-DTKS. Non-DTKS adalah data yang tidak tercantum dalam sis-

tem DTKS (Penerima Bansos Provinsi, Bansos Kab/Kota, dan BLT Dana 

Desa).12 Bantuan Non-DTKS itu sendiri adalah dukungan sosial yang diberikan 

                                                           
11 Infopublik.id, 2024, Jumlah Warga Agam Masuk DTKS, Capai 270.179 Orang, 

https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-

orang, diakses 14 Oktober 2025. 
12 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020, Penjelasan Ditolaknya Pendaftar Sebagai Pen-

erima Bansos Provinsi, https://solidaritas.jabarprov.go.id/rejectdescription/?hl=id-ID, diakses 23 

November 2025. 

https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang
https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang
https://solidaritas.jabarprov.go.id/rejectdescription/?hl=id-ID
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kepada masyarakat meskipun nama-nama penerimanya tidak ada dalam 

DTKS.13 

Untuk mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kabupaten 

Agam, peranan Pemerintah Kabupaten Agam menjadi sangat penting dalam 

mengatur data, memastikan keakuratannya, dan mengawasi pendampingan 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena DTKS berfungsi sebagai acuan 

utama dalam penyaluran PKH. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan me-

lalui PKH bukanlah sekadar program tetapi juga merupakan kewajiban konsti-

tusional yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Sinergi an-

tara pembaruan data yang valid dan pendampingan yang humanis menjadi kunci 

agar masyarakat tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi benar-benar 

mampu mandiri secara ekonomi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM 

PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT ME-

LALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis ingin 

mengangkat pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kem-

iskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 

                                                           
13 Amalia Citra Novianantya, 2024, Apa Itu Bansos DTKS dan Non DTKS? Simak Perbe-

daan, Cara Pendaftaran dan Jenis Bantuan Yang Diterima, 

https://www.mengerti.id/news/66413167621/apa-itu-bansos-dtks-dan-non-dtks-simak-perbedaan-

cara-pendaftaran-dan-jenis-bantuan-yang-diterima, diakses 23 November 2025. 

https://www.mengerti.id/news/66413167621/apa-itu-bansos-dtks-dan-non-dtks-simak-perbedaan-cara-pendaftaran-dan-jenis-bantuan-yang-diterima
https://www.mengerti.id/news/66413167621/apa-itu-bansos-dtks-dan-non-dtks-simak-perbedaan-cara-pendaftaran-dan-jenis-bantuan-yang-diterima
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2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam da-

lam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program 

Keluarga Harapan (PKH)? 

3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiski-

nan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengen-

tasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan 

(PKH).  

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten 

Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Pro-

gram Keluarga Harapan (PKH). 

3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang di hadapi oleh 

Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiski-

nan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. 

Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian studi empiris yang berfokus 
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pada gejala sosial (masyarakat) dibidang hukum.14 Penelitian ini men-

dekatkan hukum kepada individu dan masyarakat sebagai subjek dan meng-

gabungkan hukum sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.15 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan 

langsung oleh peneliti selama proses penelitian melalui alat pengukur 

atau pengambilan langsung dari subjek.16 Dalam penelitian ini data pri-

mer diperoleh langsung dengan mewawancarai Ibu Irianti sebagai 

Fungsional Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial Kabupaten Agam untuk 

mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam melalui 

Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat me-

lalui PKH. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi data 

yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian dilapangan, yang 

dikumpulkan dari studi kepustakaan, dokumen, literatur, dan bahan-

hukum yang telah ada,17 yang meliputi: 

 

 

                                                           
14 Bambang Sunggono, 2023, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Depok, hlm. 73. 
15 Muhammad Chairul Huda, 2021, Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiol-

ogis, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23. 
16 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis, The Mahfud 

Ridwan Institute, Bandung, hlm. 15. 
17 Muhammad Chairul Huda, Op.cit. 
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1) Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat dan dapat mendukung penelitian yang terdiri dari 

berbagai jenis peraturan.18 Bahan hukum primer yang digunakan 

pada penelitian ini, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN). 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fa-

kir Miskin. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan 

Kepersertaan Jaminan Sosial. 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

                                                           
18 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 27. 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 ten-

tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mem-

berikan penjelasan mengenai bahan hukum primer19 yang terdiri 

dari, yaitu: 

a. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis 

bahas yaitu peranan pemerintah Kabupaten Agam dalam pen-

gentasan kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis 

bahas yaitu peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pen-

gentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

c. Sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang penulis bahas yaitu peranan Pemerintah Kabupaten Agam 

dalam pengentasan kemiskinan terhadap Masyarakat melalui 

Program Keluarga Harapan (PKH). 

3. Teknik Pengumpulan  Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
19 Ibid, hlm. 28. 
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a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengum-

pulkan bahan hukum, menginventariskan bahan hukum, dan menafsirkan 

bahan hukum, sehingga hasil analisis dapat ditarik kesimpulan.20 Studi 

dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis 

berbagai dokumen, serta catatan yang relevan dan dapat memberikan in-

formasi untuk dapat menyelesaikan isu dalam penelitian tentang peranan 

Pemerintah Kabupaten Agam pengentasan kemiskinan terhadap 

Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wa-

wancara).21 Dalam penelitan ini jenis wawancara yang digunakan 

peneliti adalah dengan wawancara semi terstruktur. Dalam sesi wa-

wancara ini, telah dipersiapkan pertanyaan wawancara semi terstruktur, 

tidak menutup kemungkinan jika ada pertanyaan baru yang muncul saat 

sesi wawancara berlangsung untuk mendukung kesempurnaan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Irianti, AKS yang menjabat 

sebagai Fungsional Pekerja Sosial Muda. 

 

 

                                                           
20 Ibid, hlm. 59. 
21 Ibid, hlm. 60. 
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4. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis 

kualitatif, salah satu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan data yang didapat dari pengamatan langsung di lapan-

gan yang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa nyata atau fakta. 


